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Abstract 

Semakin tingginya angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 
Indonesia ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan baru 
yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Seperti halnya kebijakan- 
kebijakan lain, pemberlakuan kebijakan ini sekali pun dinilai efektif oleh Pemerintah 
selayaknya harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia. Kebijakan PPKM merupakan salah satu kebijakan dalam upaya 
penanggulangan pandemi Covid-19 yang tidak mempunyai kedudukan hukum yang 
jelas, karena frase Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian 
Penyebaran Wabah tidak terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan. Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam artikel ini 
adalah bagaimana kedudukan hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat ini di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?. Metode penelitian yang 
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil 
penelitian menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah peraturan berkaitan dengan 
PPKM tersebut yang cacat secara formil. 
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